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ABSTRACT; This research aims to analyze the role of customary law in 

resolving land disputes in indigenous communities. Customary law, as a legal 

system that lives and develops in traditional societies, has different 

characteristics from formal state law. In many indigenous communities, land 

disputes are often resolved through customary mechanisms that emphasize 

deliberation, mediation and rapprochement between disputing parties, rather 

than more formal and confrontational approaches. This research identifies 

the types of land disputes that often occur, the processes used to resolve them, 

and the challenges faced in applying customary law in the context of evolving 

national laws. The results show that although customary law has an important 

role in maintaining social harmony, the limited recognition of customary law 

in the national legislative system is a major challenge in its implementation. 

Therefore, synergy between customary law and state law is needed to achieve 

a fairer and more sustainable resolution of land disputes. 
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ABSTRAK; Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum adat 

dalam penyelesaian sengketa tanah di masyarakat adat. Hukum adat, sebagai 

sistem hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat tradisional, 

memiliki karakteristik yang berbeda dengan hukum negara formal. Di banyak 

komunitas adat, sengketa tanah sering diselesaikan melalui mekanisme adat 

yang lebih mengedepankan musyawarah, mediasi, dan pemulihan hubungan 

antar pihak yang bersengketa, dibandingkan dengan pendekatan yang lebih 

formal dan bersifat konfrontatif. Penelitian ini mengidentifikasi jenis 

sengketa tanah yang sering terjadi, proses penyelesaian yang dijalankan, serta 

tantangan yang dihadapi dalam penerapan hukum adat dalam konteks hukum 

nasional yang semakin berkembang. Hasil penerapan menunjukkan bahwa 

meskipun hukum adat memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan 

sosial, keterbatasan pengakuan hukum adat dalam sistem perundang-

undangan nasional menjadi tantangan utama dalam implementasinya. Oleh 

karena itu, diperlukan sinergi antara hukum adat dan hukum negara untuk 

mencapai penyelesaian sengketa tanah yang lebih adil dan berkelanjutan. 

Kata Kunci : Hukum Adat, Penyelesaian Sengketa, Masyarakat Adat. 
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PENDAHULUAN 

Masalah pertanahan di Indonesia telah menjadi isu yang berlangsung cukup lama, 

terutama di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan. Sengketa tanah biasanya 

melibatkan masalah perdata, yang berkaitan dengan hak individu terhadap kepemilikan 

atau penguasaan atas suatu objek, dalam hal ini adalah tanah. Salah satu masalah yang 

sering timbul dalam sengketa pertanahan adalah yang berkaitan dengan tanah adat. 

Sebagai negara yang mengakui adat dan budaya sebagai bagian dari sistem hukum, 

Indonesia juga mengatur mengenai status kepemilikan tanah adat. Isu terkait tanah adat 

sering muncul di wilayah-wilayah yang terletak jauh dari pusat pemerintahan, di mana 

banyak masyarakat yang masih menjaga adat dan tradisi mereka. 

Sengketa tanah di masyarakat adat merupakan permasalahan yang sering muncul 

dan dapat berpotensi menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Tanah, bagi 

masyarakat adat, tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai sosial, budaya, dan 

spiritual yang sangat penting. Dalam banyak kasus, sengketa tanah di masyarakat adat 

tidak selalu melibatkan kepemilikan individual, melainkan lebih bersifat kolektif. Hukum 

adat, sebagai sistem hukum yang berkembang dalam masyarakat tradisional, memiliki 

peran yang sangat vital dalam penyelesaian sengketa tanah tersebut. Berbeda dengan 

sistem hukum negara yang lebih formal dan struktural, hukum adat mengutamakan 

prinsip musyawarah, mufakat, dan rekonsiliasi dalam mencari solusi terhadap sengketa. 

Proses penyelesaian sengketa tanah melalui hukum adat cenderung lebih berorientasi 

pada perdamaian dan pemulihan hubungan antar pihak yang bersengketa, serta 

mempertahankan keseimbangan sosial dalam masyarakat adat. 

Namun, dengan semakin berkembangnya sistem hukum negara yang mengatur hak 

atas tanah, sering kali terdapat benturan antara hukum adat dan hukum negara, terutama 

terkait pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak ulayat serta kewenangan lembaga 

adat dalam menyelesaikan sengketa. Hal ini menjadi tantangan besar dalam menjaga 

keberlanjutan peran hukum adat dalam penyelesaian permasalahan tanah di tengah sistem 

peraturan yang lebih dominan 
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METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini digunakan dengan metode penelitian Normatif dan Empiris, 

Pendekatan normatif digunakan untuk mengkombinasikan norma-norma hukum adat 

yang berlaku di masyarakat adat terkait sengketa tanah, serta keterkaitan antara hukum 

adat dan hukum negara dalam konteks penyelesaian sengketa. Pendekatan empiris 

digunakan untuk menggali data dan informasi terkait praktik Upaya penyelesaian 

sengketa tanah yang dilakukan oleh komunitas adat melalui wawancara, observasi, dan 

studi kasus di lapangan 

HASIL DAN PEMBAHASAN   

A. Hukum Adat Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Dalam 

Masyarakat Adat 

Hukum adat adalah sistem yang tumbuh dan berkembang di kalangan suku bangsa 

atau komunitas tertentu di Indonesia. Sistem ini berfungsi secara paralel dengan 

penerapan hukum positif nasional. Hukum adat didasarkan pada tradisi dan kebiasaan 

yang telah lama berkembang dalam masyarakat suku bangsa atau komunitas tertentu. 

Sistem ini meliputi berbagai aturan, norma, dan prosedur hukum yang dihargai serta 

diterapkan oleh masyarakat adat setempat. Jika terjadi sengketa dalam masyarakat adat, 

biasanya penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga pengadilan adat. Sengketa yang 

timbul biasanya terkait dengan masalah tanah, warisan, pernikahan, serta isu sosial dan 

budaya lainnya. Tujuan utama pengadilan adat adalah untuk menciptakan perdamaian 

dan rekonsiliasi di antara anggota komunitas. Dalam prosesnya, pengadilan adat 

dipimpin oleh seorang pemimpin adat yang merupakan tokoh terhormat dalam 

komunitas tersebut. Pemimpin adat memiliki kekuasaan dan pengetahuan yang 

mendalam tentang hukum adat, serta berperan sebagai hakim atau mediator dalam proses 

penyelesaian sengketa. Pengadilan adat akan menjatuhkan sanksi atau hukuman kepada 

pihak yang dianggap bersalah. Hukuman ini dapat berupa denda, kerja sosial, atau 

tindakan lain yang dianggap sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam 

komunitas tersebut.Top of Form 

 

 

https://journalpedia.com/1/index.php/hde/index


HUKUM DINAMIKA EKSELENSIA  

https://journalpedia.com/1/index.php/hde/index                   Volume 07, No. 1, Maret 2025 

289 

B. Manfaat Penyelesaian Sengketa Adat Melalui Pengadilan Hukum Adat 

Terkait Penyelesaian sengketa dalam hukum adat dengan mempertimbangkan 

relevansi budaya. berfungsi untuk menjaga dan melestarikan Legasi budaya dan tradisi 

hukum adat. yang ada di masyarakat setempat. Dalam konteks Sengketa terkait tanah 

adat, di mana penting untuk dipahami bahwa tanah memiliki arti yang mendalam. yang 

mendalam secara spiritual, sosial, dan perkembangan ekonomi bagi masyarakat yang 

menganut hukum adat. Dilihat dari segi partisipasi masyarakat, pengadilan adat sering 

kali memberikan ruang bagi keterlibatan aktif masyarakat dalam proses penyelesaian 

sengketa. Keputusan yang diambil biasanya didasarkan pada konsensus dan diskusi yang 

melibatkan anggota komunitas. 

C. Contoh kasus sengketa tanah adat yang ada dimasyarakat adat 

1. Deskripsi Kasus 

a. Latar Belakang Kasus 

Muilaii beroperaisinyai PT. Inti Indoraiyon UItaimai (ITUI) di Sosor Laidaing, Kaibuipaiten 

Tobai Saimosir paidai taihuin 1987 telaih mendaipait keberaitain dain gelombaing uinjuik raisai teruis 

meneruis dairi maisyairaikait sekitair. Buikainnyai mengaingkait tairaif hiduip maisyairaikait sekitair, 

kehaidirain PT. IIUI dipaindaing maisyairaikait juistrui memberi daimpaik meruigikain beruipai 

keruisaikain lingkuingain dain pencemairain uidairai. Perjuiaingain maisyairaikait yaing tiaidai henti 

menentaing beroperaisinyai PT. IIUI, baiik melailuii aiksi-aiksi uinjuik raisai, seminair-seminair 

maiuipuin kaijiain-kaijiain ilmiaih, aikhirnyai beruijuing paidai dituituipnyai PT. IIUI oleh Presiden 

B.J. Haibibie paidai taihuin 1999. 

Suiaisainai lingkuingain yaing aimain, tenteraim dain Nyaimain tainpai PT. IIUI sempait 

diraisaikain oleh maisyairaikait Tobai Saimosir, naimuin tidaik berlaingsuing laimai. Berailihnyai 

taimpuik pemerintaihain dairi Presiden B.J. Haibibie kepaidai Presiden AIbduirraihmain Waihid 

dain kemuidiain kepai Presiden Megaiwaiti Suikairno Puitri ternyaitai membaiwai peruibaihain, 

yaiitui dengain dibuikai dain beroperaisinyai kembaili PT. Inti Indoraiyon UItaimai (IIUI) naimuin 

deng mengguinaikain naimai bairui, yaiitui PT. Tobai Puilp Lestairi (TPL).  

Oleh kairenai suidaih terlainjuir tidaik percaiyai beroperaisinyai kembaili PT. IIUI paidai 

taihuin 2002 wailaiuipuin - dengain naimai bairui (PT. TPL) dain mengguinaikain semboyain 

pairaidigmai bairui, tetaip ditainggaipi negaitif dain mendaipait penolaikain sertai perlaiwainain dairi 

maisyairaikait Tobai Saimosir, khuisuisnyai dailaim perkairai ini wairgai maisyairaikait Sosor 
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Laidaing. Gelombaing geraikain uinjuik raisai wairgai maisyairaikait' menentaing reoperaisionailisaisi 

PT. IIUI/TPL kembaili terjaidi di berbaigaii tempait di wilaiyaih Tobai Saimosir. Suiaisainai dain 

kondisi inilaih yaing melaitairberlaikaingi dilaikuikainnyai penaingkaipain dain proses huikuim 

terhaidaip Terdaikwai Muisai Guirning paidai 20 November 2002. 

b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Musa gurning 

Dailaim Suirait Daikwaiainnyai Reg. Perkairai No.: PDM - 37/B1g/01/03 bertainggail 13 

Jainuiairi 2003, Jaiksai Penuintuit UImuim paidai Kejaiksaiain Negeri Bailige meng kuiailifikaisikain 

perbuiaitain Muisai Guirning sebaigaii perbuiaitain sebaigaiimainai  diaituir dain diaincaim pidainai oleh 

Paisail 55 aiyait (1) ke-1e Jo Paisail 160 Kitaib UIndaing-UIndaing Huikuim Pidainai. Terdaikwai 

Muisai Guirning menuiruit Jaiksai Penuintuit UImuim dipaindaing sebaigaii oraing yaing melaikuikain 

secairai bertuiruit-tuiruit baiik bersaimai-saimai maiuipuin bertindaik sendiri-sendiri dailaim 

perbuiaitain bersekuitui maisingmaising dengain KrismainSitoruis (dituintuitterpisaih) sebaigaii 

oraing yaing tuiruit melaikuikain, paidai hairi Selaisai, tainggail 19 November 2002 sekirai jaim 

7.00 WIB aitaiui waiktui-waiktui laiin paidai hairi itui dain dengain Pendetai Miduik Siraiit, S.Th 

(dituintuit terpisaih) sebaigaii oraing yaing tuiruit melaikuikain paidai hairi Kaimis, tainggail 21 

November 2002, sekirai jaim .09.00 WIB aitaiui waiktui-waiktui laiin paidai hairi itui, 

setidaiktidaiknyai keduiai kejaidiain tersebuit di suiaitui waiktui laiin dailaim builain November 2002 

maising-maising bertempait di simpaing jailain Siguirai-guirai Siraiit UIruik, Desai Paitaine I, 

Kecaimaitain Porseai, Kaibuipaiten Tobai Saimosir maiuipuin Di wilaiyaih yaing termaisuik dailaim 

yuirisdiksi Pengaidilain Negeri Tairuituing, baiik secairai lisain maiuipuin tuilisain, seseoraing 

menghaisuit uintuik melaikuikain tindaikain yaing daipait dihuikuim, menentaing kekuiaisaiain uimuim 

dengain kekeraisain, aitaiui mengaijaik uintuik tidaik memaituihi peraituirain uindaing-uindaing aitaiui 

perintaih yaing saih sesuiaii ketentuiain uindaing-uindaing. 

c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Terdakwa Musa Gurning  

Setelaih melailuii seraingkaiiain proses pembuiktiain di persidaingain, selainjuitnyai 

Penuintuit UImuim menyimpuilkain baihwai berdaisairkain keteraingain saiksisaiksi, petuinjuik, 

keteraingain terdaikwai diduikuing puilai aidainyai bairaing buikti sertai terpenuihinyai uinsuir-uinsuir 

Paisail 55 aiyait (1) ke-le jo. Paisail 160 KUIH Pidainai, maikai, Penuintuit UImuim berainggaipain 

baihwai Terdaikwai Muisai Guirning telaih terbuikti melaikuikain tindaik pidainai secairai bersaimai-

saimai menghaisuit suipaiyai melaiwain kekuiaisaiain uimuim dengain kekeraisain. Oleh kairenai itui, 

Jaiksai Penuintuit UImuim dailaim Suirait Tuintuitainnyai Nomor, Reg. Perk. : PDM-
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37/BLG/01/03 tainggail 20 Mairet 2003 kemuidiain menuintuit aigair Maijelis Haikim 

Pengaidilain Negeri Tairuituing memuituiskain :  

1. Menyaitaikain baihwai terdaikwai Muisai Guirning terbuikti secairai saih dain meyaikinkain 

menuiruit huikuim telaih melaikuikain tindaik pidainai, baiik secairai bersaimai-saimai maiuipuin 

sendiri-sendiri, di depain uimuim dengain cairai lisain dain tuilisain yaing menghaisuit uintuik 

menentaing kekuiaisaiain uimuim dengain kekeraisain, sebaigaiimainai diaituir dailaim Paisail 55 

aiyait (1) juincto Paisail 160 KUIH Pidainai sesuiaii dengain daikwaiain. 

2. Menetaipkain Huikuimain terhaidaip Muisai Guirning dengain Huikuimain penjairai selaimai 5 

(limai) taihuin, dengain penguiraingain maisai taihainain yaing telaih dijailaini, sertai perintaih 

uintuik tetaip menaihain terdaikwai. Menetaipkain bairaing buikti beruipai pecaihain kaicai, 

pecaihain pintui, baingkui painjaing, pot buingai, baitui korail, baitui baitai dain baitui semen 

tersebuit dikembailikain kepaidai Penuintuit UImuim uintuik dijaidikain bairaing buikti dailaim 

perkairai terdaikwai — terdaikwai laiin.  

3. Menetaipkain suipaiyai terdaikwai dibebaini biaiyai Perkairai sebesair Rp5000,(limai ribui 

ruipiaih). 

NOTA PEMBELAAN (PLEIDOI) 

Perkara Pidana Reg. No. 6/Pid.B/2003/PN.Trt 

AItais naimai Terdaikwai    

Naimai                : Muisai Guirning 

Tempait laihir     : Luimbain Buitair-Buitair 

UImuir/ Tgl. Laihir  : 77 taihuin/1 Oktober 1926  

Kewairgainegairaiain          : Indonesiai  

Tempait tinggail   : Jln. Siguirai-Guirai, Desai Paitaine 1, Kec.Porseai Kaib. Tobai 

Saimosir 

AIgaimai    : Islaim 

Profesi/ Pekerjaiain  : Petaini 

Pendidikain    : SD 

Yaing terhormait Dewain Haikim,Yaing kaimi hormaiti Penuintuit UImuim, sertai seluiruih 

haidirin yaing haidir dailaim persidaingain ini. Kitai paituit bersyuikuir kepaidai Tuihain Yaing Maihai 
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Esai aitais segailai raihmait dain kairuiniai-Nyai, sehinggai kitai semuiai daipait dailaim keaidaiain sehait 

dain daipait mengikuiti jailainnyai persidaingain yaing muiliai ini. 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan 

Pengaidilain aidait aidailaih sistem peraidilain traidisionail di Indonesiai yaing beroperaisi 

seiring dengain peraidilain negairai. Sistem ini berlaindaiskain paidai huikuim aidait dain traidisi 

yaing telaih dijailainkain dailaim maisyairaikait suikui aitaiui komuinitais tertentui selaimai bertaihuin-

taihuin. Pengaidilain aidait bertuijuiain uintuik menyelesaiikain sengketai, teruitaimai yaing 

berkaiitain dengain tainaih, wairisain, pernikaihain, sertai maisailaih sosiail dain buidaiyai laiinnyai. 

Proses peraidilain aidait dipimpin oleh seoraing pemimpin aidait yaing dihairgaii, dengain tuijuiain 

uitaimai uintuik menciptaikain perdaimaiiain dailaim komuinitais. Huikuim aidait diaikuii dailaim 

peraituirain peruindaing-uindaingain dain konstituisi Indonesiai. Pengaidilain aidait memiliki 

kairaikteristik uinik dailaim menaingaini sengketai dain maisailaih huikuim yaing berkaiitain dengain 

buidaiyai sertai traidisi lokail. Naimuin, perlui ditekainkain baihwai pelaiksainaiain pengaidilain aidait 

hairuis tetaip menghormaiti haik aisaisi mainuisiai sertai prinsip-prinsip uiniversail yaing berlaikui 

dailaim maisyairaikait dain negairai. Seiring perkembaingain huikuim dain peruibaihain dailaim 

maisyairaikait, pengaidilain aidait juigai daipait mengailaimi trainsformaisi dain aidaiptaisi. Laingkaih 

penting uintuik mengaikuii eksistensi peraidilain aidait aidailaih dengain memperkuiaitnyai melailuii 

kebijaikain dain peraituirain daieraih yaing ditetaipkain oleh pemerintaih. 

Saran 

Sairain yaing daipait diberikain berdaisairkain temuiain penelitiain ini aidailaih, dailaim proses 

penyelesaiiain sengketai, sebaiiknyai menghindairi keterlibaitain emosi aigair sengketai daipait 

diselesaiikain secairai cepait, aimain, dain tidaik berkembaing menjaidi maisailaih laiin. Sairain 

selainjuitnyai aidailaih aigair Pemerintaih Daieraih Kaibuipaiten Tobai Saimosir memainfaiaitkain 

tainaih aidait dengain mendaiftairkain tainaih-tainaih tersebuit uintuik memperoleh buikti 

kepemilikain yaing saih (sertifikait tainaih) melailuii BPN. Laingkaih ini aikain memberikain 

buikti yaing saih baigi pendaitaing dain mencegaih muincuilnyai klaiim dairi ketuiruinain aitaiui aihli 

wairis maisyairaikait aidait. Penyuiluihain mengenaii peraituirain yaing berkaiitain dengain 

pertainaihain, khuisuisnyai mengenaii kepemilikain tainaih, perlui diberikain kepaidai maisyairaikait 

aidait melailuii sosiailisaisi. Maisyairaikait Desai Paitaine 1, Kec. Porseai, Kaib. Tobai Saimosir yaing 

memiliki tainaih dihairaipkain uintuik melaipor kepaidai Kepailai AIdait dain membuiait suirait 
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kepemilikain tainaih guinai memaistikain baitais dain staituis kepemilikain tainaih yaing 

jelaisKepailai AIdait juigai memiliki perain penting sebaigaii sailuirain informaisi, menyaimpaiikain 

sosiailisaisi mengenaii huikuim aidait yaing berlaikui, kairenai tidaik semuiai ainggotai maisyairaikait 

memaihaimi aitaiui mengetaihuii huikuim aidait tersebuit. Laingkaih ini saingait penting uintuik 

mencegaih terjaidinyai sengketai tainaih aintair wairgai desa. 
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